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PEDOMAN TRANSLITERASI 

         Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah 

hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987. 

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap 

kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa 

Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa 

Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai 

berikut: 

1. Konsonan 

Fonem-fonem konsonan  Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, Dalam translitersi itu sebagian dilambangkan 

dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

       Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. 

Arab Latin 

Konsonan Nama Konsonan Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ب
Ba B Be 

 ت
Ta T Te 

 ث
Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 

 ج
Jim J Je 

 ح
Ḥa   h ha (dengan titik di bawah) 

 خ
Kha’ Kh Ka  dan ha 

 د
Dal D De 
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 ذ
Dzal DZ zet (dengan titik di atas) 

 ر
Ra R Er 

 ز
Zai Z Zet 

 س
Sin S Es 

 ش
Syin Sy Es dan ye 

 ص
Ṣhad ṣh es (dengan titik di bawah) 

 ض
Ḍha’ ḍh de (dengan titik di bawah) 

 ط
Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 

 ظ
Ẓa ẓ zet (dengan titik di 

bawah) 

 ع
‘ain ‘ Komater balik (di atas) 

 غ
Gain G Ge 

 ف
Fa F Ef 

 ق
Qaf Q Ki 

 ك
Kaf K Ka 

 ل
Lam L El 

 م
Mim M Em 

 ن
Nun N En 

 و
Wau W We 

 ـه
Ha H Ha 

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 
 

            Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri 

dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
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Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

ٲ  = a   ا = ā 

ا ي  i =  ٲ  = ai  ي = ī 

او  u = ٲ = au  او = ū 

 

3. Ta Marbutah 

Ta Marbutah hidup  dilambangkan dengan /t/ 

Contoh : 

 ditulis   mar’atunjamilah        مر اة جميلة

Ta marbutah  mati  dilambangkan       dengan /h/ 

Contoh : 

فاطمة           ditulis               Fatimah 

 

4. Syaddad (tasydid    geminasi) 

Tanda  geminasi dilambangkan dengan  huruf yang sama dengan  

huruf yang diberitanda   syaddad   tersebut. 

Contoh 

ربنا                ditulis         rabbana 

البر                ditulis         al-birr 

5. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikutioleh “huruf syamsiyah”ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyi nyaya itu bunyi /I/ diganti dengan hururf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang  itu. 
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 Contoh: 

 Ditulis Asy-syamsu الشمس

 Ditulis ar-rojulu الرجل

 Ditulis As-sayyidah السيدة

 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda  sempang 

Contoh : 

 Ditulis al-qamar القمر

 Ditulis al-badi البديع

 Ditulis al-jalal الجلال

 

6. Huruf   Hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika 

hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu 

ditransliterasikan dengan apostrof /’/ 

Contoh 

 Ditulis Umirtu امرت

 Ditulis Syai’un شيء
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MOTTO 

 

 

 

ِ ارْحَمْهُمَا  ب  حْمَةِ وَقُلْ رَّ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَناَحَ الذُّل ِ مِنَ الرَّ

 كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا  

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih 

sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya 

sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu 

kecil.” 

 

__********_ 

 

“Berangkatlah   dengan   penuh keyakinan 

Berjalanlah dengan penuh keikhlasan   Istiqomah 

dalam  menghadapi cobaan  Kebanggaan yang terbesar 

adalah  bukan  tidak pernah gagal, tetapi bangkit 

kembali setiap kali jatuh demi 

meniti masa depan ” 

 

BUDI  HARTONO 

 

                                                             
 Qs. Al- Isra , ayat 24  
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ABSTRAK 

 

 

B UDI HARTONO.  2021.  Efekt i f i t as Penggunaan Layanan  

S i s t em In formasi  Nikah  (  S IMK AH)  Terhapap  Pemeriksaan dan 

Pengawasan Perkawinan diKantor Urusan Agama Kecamatan Kajen 

kabupaten Pekalongan 

 

Dosen Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri M.Ag 

 

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) diberlakukan, seluruh Kantor 

Urusan Agama (KUA) diIndonesia .Sistem manual ini yang masih digunakan di 

sebagian KUA yang ada di Indonesia, sistem ini berpotensi pada terjadinya 

pelanggaran administrasi antara lain: pamalsuan identitas nikah, poligami ilegal 

dan lain-lain. SIMKAH yang diterapkan di KUA Kajen Kabupaten Pekalongan 

sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 

Dj.II/369 Tahun 2013 tentang penggunaan Layanan aplikasi SIMKAH pada 

KUA Kecamatan dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Nomor:Dj.II/514/Tahun2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi serta  Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Masyarakat Islam 

Pusat dan Daerah dan KUA lainnya ini, diharapan penerapan Aplikasi SIMKAH 

sebagai  administrasi pencatatan perkawinan berbasis Online sesuai KMA No 892 

Tahun 2019 bahwa KUA wajib Menerapkan Aplikasi SIMKAH sebagai 

Pelayanan prima pada masyarakat, dengan adanya PMA 20 tahun 2019 tentang 

pencatatan Nikah  ,S e h i n g g a  penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana efektifitas penggunan SIMKAH diKantor Urusan Agama Kecamatan 

Kajen Kabupaten Pekalongan, serta untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan 

dan pengawasan perkawinan sebelum dan sesudah adanya SIMKAH. Adapun 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian empiris. 

Sedangkan data yang digunakan merupakan berupa data primer dan skunder yang 

dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diolah 

secara cermat kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. 

Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukan bahwa penerapan SIMKAH di 

KUA Kajen cukup efektif , namun masih  masih banyak problematika  Program 

SIMKAH pada KUA Kecamatan Kajen yang harus diselesaikan, salah satunya yaitu  

kurangnya  sarana  prasarana  SIMKAH , seperti camera digital , Jarigan internet 

yang  terbatas  sehingga penerapan aplikasi SIMKAH online dalam tertib 

aministrasi  pencataan  pernikahan di KUA Kecamatan Kajen di  yang  dikatakan  

sudah efektif. Hal ini dilihat dari hasil rekapitulasi  yaitu 47,1%. Penggunaan  

Sistem  Informasi  Manajemen  Nikah  terhadap pemeriksaan dan pengawasan  

perkawinan  sesudah  dan  sebelum adanyaSIMKAH. Yaitu  Sebelum 

adanyaSIMKAH  Sebelum adanya SIMKAH, semua proses memakan waktu yang 

lama, seperti proses pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan catin dan wali , 

penulisan buku nikah, pencarian akta nikah, pindah nikah, duplikat buku nikah, 

sisi pengawasan perkawinan kurang efektif.  Sedangkan Sesudah adanya 

SIMKAH data lebih akurat, lebih efisien seperti proses pencatatan, pendaftaran, 
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pemeriksaan catin dan wali , penulisan buku nikah, pencarian akta nikah, pindah 

nikah, duplikat buku nikah, sehinggan pengawasannya  akan lebih efektif cepat 

dan memakan waktu lebih singkat,dengan sistem ini tidak memerlukan pegawai 

yang banyak dan data yang ada akan lebih aman dan terpercaya, adanya kerja 

sama D ir je n  B ima s  is l a m d e ng a n  Catatan Sipil, maka nantinya sebuah 

pengawasan perkawinan akan terwujud sehingga dapat meminimalisir 

pelanggaran administrasi seperti pemalsuan identitas,dan lain-lain karena antar 

instansi saling terintegrasi sehingga, penggunaan SIMKAH selain memudahkan 

fungsi pencatatan, juga untuk meningkatkan fungsi kontrol bagi perkawinan. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, SIMKAH Online, KUA Kecamatan Kajen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

           Pencatatan pernikahan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 

No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Bab II tentang  Pencatatan Perkawinan Pasal 2 s/d Pasal 9. 

Pencatatan pernikahan diatur  juga  dalam   Kompilasi  Hukum  Islam

 Bab  II  tentang  Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 5 yang menyatakan: 

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi   masyarakat   Islam   setiap   

perkawinan   harus   dicatat; (2)   Pencatatan perkawinan  tersebut  apada  

ayat  (1),  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang- Undang No. 

32 Tahun 1954.
1
 

Pencatatan pernikahan merupakan salah satu usaha perlindungan 

yang dapat  menjamin kepastian dari aspek hukum yang muncul sebagai 

konsekuensi logis dari  terlaksananya suatu ikatan pernikahan. 

Selanjutnya dari aspek teknis administratif,  realisasi  pencatatan  

pernikahan  itu  dibuktikan  dengan  terbitnya Akta  Nikah/Buku  Nikah  

dan  Kutipan  Akta  Nikah  dimana  keduanya  berhak dimiliki oleh 

masing-masing pasangan suami isteri  berupa salinan kutipannya yang 

                                                             
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & 

Kompilasi Hukum Islam, Cet. Ke-7 (Bandung: Citra Umbara, 2011), 32. 
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diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Akta Nikah 

dan Kutipan Akta Nikah tersebut masih bersifat manualKantor Urusan  

Agama (KUA)  Kecamatan merupakan salah satu unit pelaksana  teknis 

Kementerian  Agama  di  tingkat  Kabupaten/Kota  yang  secara 

operasional  bertanggungjawab kepada Seksi Bimbingan Masyarakat 

Islam dan dibina oleh Kepala Kantor  Kemenag tingkat Kabupaten/Kota. 

Salah satu tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan yaitu 

penyelenggaraan dalam hal pelayanan,pengawasan, pencatatan, dan 

pelaporan nikah dan rujuk.
2 

Karena SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen  Nikah)  merupakan  

aplikasi komputer berbasis windows, yang  berguna  untuk  mengumpulkan  data-

data  nikah  dariseluruhKantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik 

Indonesia secaraofline  dan online”. SIMKAH dapat digunakan untuk layanan 

langsung dan penyimpanan data yang sangat efektif. Sementara bagi yang 

telah memiliki jaringan internet dapat langsung online dan mengirimkan 

datanya ke server Bimas Islam Pusat.Salah satutujuandariprogram ini 

adalahpertama, aplikasi ini menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah 

seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri. Kedua, aplikasi ini bisa 

memverifikasi data catin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan 

Dukcapil. Ketiga, pengumunan kehendak nikah dapat dipublish secara 

luas.Keempat, pendaftaran nikah online segera bisa dilaksanakan.Kelima, 

dapat mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda, sehingga mengurangi 

                                                             
2Peraturan Menteri Agama RI No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Urusan Agama Kecamatan. 
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kesalahan dan pemalsuan, serta dapat mengecek      identitas      mempelai     dari    

berbagai     kemungkinan.
3
 

Program  SIMKAH  ini  dipandang perlu   dalam   upaya   meningkatkan 

kualitas dan kinerja pelayanan administrasi  nikah  pada  Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan, maka sejak tahun 2007 Dirjen  Bimbingan Masyarakat  

Islam (Bimas Islam)  telah   berkomitmen   meningkatkan   Kapasitas   KUA   

melalui perbaikan pelayanan berbasis  IT(Information  and  Technology)
4
. 

Pelayanan   nikah   dalam   hal   pencatatan perkawinan   yang   selama   ini   

dilakukan  secara manual yaitu menggunakan tulisan  tangan dari 

pendaftaran nikah, register nikah  sampai penulisan akta nikah, maka sering 

terjadi kesalan dan kekeliruan dalam hal penulisan dan juga pencatatan 

dalam data-data nikah sehingga sekarang banyak yang komplain tentang 

berkas yang dahulu karena  kurangnya pemahaman  dan  sumberdaya yang 

memadahi seperti sekarang. 

                 Setelah lahirnya  Instruksi  Direktorat  Jendral Bimbingan Masyarakat 

Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang  Penerapan Sistem Informasi 

Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama, dan juga  

keluarnya  Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang  

Pencatatan Pernikahan untuk melaksanakan tertib administrasi, 

transparansi dan kepastian   hukum   dalam  pelaksanaan  pernikahan  

secara  agama  Islam  serta dilandasi sesuai perkembangan zaman dan 

                                                             
3Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi jawa Tengah , Buku Panduan Aplikasi 

Sistem Informasi Manajemen   Nikah (SIMKAH), (Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan 

Syari’ah Profinsi jawa Tengah , 2012),  hal, 1. 
4Kementerian  Agama  RI,  Buku Panduan  Aplikasi Sistem Informasi  Manajemen  

Bimas Islam (SIMBI), ( Dirjen Bimas  Islam Kemenag RI , Jakarta , 2013), hal, 1. 
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kebutuhan yang mendesak saat ini. Di dalam PMA tersebut di atas 

mengatur secara terperinci dan kompleks antara lain: 

1)pendaftaran kehendak nikah, 2)pemeriksaan dokumen

 kehendak nikah, 3) penolakan kehendak nikah, 4) pengumuman 

kehendak nikah, 5) perjanjian pernikahan, 6) pelaksanaan 

pencatatan  nikah, 7)  penyerahan buku   nikah, 8) pernikahan campur 

(pernikahan sesama agama Islam hanya berbeda kewarganegaraan),  9)  

pencatatan nikah di luar negeri, 10) pencatatan rujuk, 11) sarana 

pernikahan, 12) tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, 13) 

legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah, 14) pencatatan perubahan 

status, 15) pengamanan dokumen, dan 16) pelaporan dan supervisi 

pencatatan nikah dan rujuk
5
 

 
               Aturan turunya  dari PMA di atas terlihat dari keluarnya KMA RI 

No. 892 Tahun 2019 tentang SIMKAH Berbasis Webatau online  pada 

KUA Kecamatan yang  diwajibkan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 

yaitu 18 Oktober 2019. Setelah lahirnya   KMA   tersebut,   maka   seluruh   

Provinsi   di   Indonesia diwajibkan menggunakan   aplikasi   layanan     

SIMKAH   berbasis   web tersebut.   Adapun pertimbangan dalam penerbitan 

KMA tersebut antara lain:  Pertama, da la m ha l peningkatan pelayanan 

pencatatan nikah pada KUA ditinjau dari kualitas maka diperlukan suatu 

perangkat teknologi informasi berbentuk aplikasi layanan. Kedua, aplikasi  

layanan tersebut terintegrasi dalam sebuah sistem yang dikenal dengan  

istilah  sistem  informasi  manajemen  nikah  berbasis  web  atau  online. 

Ketiga, berdasarkan kedua hal di atas, maka perlu menetapkan sebuah aturan 

yang tertuang  dalam  KMA  tentang  sistem  informasi  manajemen  nikah  

(SIMKAH) berbasis web atau online pada KUA. 

                                                             
3Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan 
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Dalam hal  modernisasi  layanan  berbasis  IT,  Bimas Islam meningkatkan 

tekad dalam pelayanan di  KUA  melalui  SIMBI (Sistem  Informasi  

Manajemen Bimas Islam),   khususnya  pada SIMKAH. Dengan pola 

pembayaran melalui  setor  ke Bank,  maka ke depanpembayaran akan dapat 

diintegrasikan dengan aplikasi SIMKAH secara on-line. Jika seluruh  jaringan  

SIMKAH  di  Indonesia  telah terhubung  dengan   sistem   perbankan penerima    

setoran   PNBP   Nikah Rujuk    (NR)  yangditetapkan Sekjen Kemenag, 

maka KUA telah bermetamorfosis menjadi lembaga pelayanan  publik  

yang  modern.
6
 

Program SIMKAH ini adalah salah satu program aplikasi yang dapat 

digunakan secara khusus, yang dibuat untuk kepentingan pencatatan pernikahan 

di  KUA Kecamatan yang  ada  di  seluruh  Indonesia.  Program  ini  

menggunakan fasilitas   internet   yang  dipandang  cara yang  lebih  tepat, cepat 

dan aman.
7
 

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal (1) Disebutkan 

bahwa Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting  

dalam tata kehidupan manusia, sebab dengan perkawinan, dapat 

dibentukikatan hubungan  pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis 

secara resmi dalam suatu ikatan suami-istri sehingga menjadi satu keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
8
 

                                                             
6Majalah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Layanan KUA Pasca Terbitnya PP No 48 

Tahun 2014, (Jakarta: Edisi No. 1 Tahun 2014), hal, 4. 

7Majalah Ditjen Bimas  Islam Kemenag RI,  Paradigma Baru KUA, ( Jakarta: Edisi 

No.1Tahun 2014),  hal, 4. 

8Muhammad Nabil Kazhim, Buku Pintar Nikah Strategi jitu Menuju pernikahan Sukses, 

(Solo, Samudra, 2007),  hal. 14. 
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   Pencatatan perkawinan juga dicover dalam Undang undang Nomor 

1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Perkawinan, dinyatakan didalamnya bahwa tiap-tiap perkawinan harus 

dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.
9
Hal ini 

diperkuat oleh Undang undang nomor 23 Tahun 2006 tentang  Aministrasi 

kependudukan yang menyatakan perkawinan bagi penduduk yang 

beragama Islam dicatat oleh KUA sesuai peraturan perundang-undangan. 

Sehingga ketentuan ini menyebabkan adanya kewajiban bagi masyarakat 

yang menikah untuk mencatatkan perkawinannya di wilayah KUA 

Kecamatan atau Kantor Catatan sipil dimana mereka berada. 

Hal ini membuktikan bahwa sahnya suatu perkawinan ditinjau dari 

sudut keperdataan Islam adalah perkawinan yang sudah dicatatkan atau 

didaftarkan pada KUA  maupun  kantor catatan sipil sesuai dengan agama 

yang  dianutnya.
10

Selama perkawinan ini belum terdaftar perkawinan itu 

masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum Negara sekalipun 

mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. 

Sekalipun jika ditinjau perkawinan sebagai suatu perbuatan keagamaan, 

maka pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi 

perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu 

perkawinan.
11

 

                                                             
9 Diklat Teknis Tingkat tinggi bagi Penghulu, Pengelolaan Administrasi Nikah Rujuk 

Besbasis IT (Balitbang  Kemenag  RI,  Jakarta. 2011),  hal.5-6. 
10Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung:sumur.Bandung  

2000), hal. 7. 
11Saharani,  Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: alumni  

2001),  hal.10. 
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Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang menyajikan 

tentang datas tatistik  peristiwa nikah secara online seluruh Indonesia. 

Aplikasi SIMKAH berbasis  IT ini  dirancang terintegrasi  dengan aplikasi 

Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK), bertujuan  

dapat  memverifikasi seluruh data calon pengantin ,sehingga data nikah 

dapat diakses secara luasoleh masyarakat melalui  website Kementerian 

Agama pada program SIMBI( sistem informasi Bimas Islam) atau dapat 

diakses melalui www.informasi nikah bimasIslamkemenag.go.id.
12

 

SIMKAH sendiri merupakan inovasi  terbaru dari  Bimas Islam terutama  

dalam  mengoptimalkan  kinerja  KUA   dalam   menangani pernikahan baik  

dalam  proses  adminitrasi  maupun  pelayanan umum, terutama Kemenag 

Kanwil yang memiliki  jangkauan pelayanan yang  luas  seperti di wilayah Jawa 

Tengah , khususnya di KUA Kecamatan Kajen. Di KUA Kajen sangat 

membutuhkan  penggunaan   program   pelayanan yang berbasis  sistem 

informasi,  terutama  KUA  yang  hampir  setiap hari harus melayani berbagai 

urusan pernikahan,  baik  urusan  pencatatan pernikahan,    pembuatan  buku 

nikah,  dan   lain   sebagainya. 

Proses pelayanan harus didukung dengan suatu sistem yang mampu  

memudahkan  pengawai  KUA   dalam   memberikan   pelayanan terkait 

pernikahan. Seiring dengan  perkembangan  teknologi informasi  masakini,  

kebutuhan akan  teknologi sistem  informasi  yang  baik   semakin   diminati oleh 

instansi-instansi pemerintah maupun organisasi.  Dalam mendukung peningkatan 

                                                             
12Diklat Teknis Tingkat tinggi bagi Penghulu, hal. 8. 

http://www.informasi/
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kinerja agar lebih optimal. Salah satu penerapan teknologi informasi  yang 

dilakukan oleh instansi dan organisasi adalah penggunaan teknologi berbasis 

internet  salah  satunya   adalah  Kantor  Urusan  Agama (KUA) Kecamatan 

Kajen. 

Terkait inovasi SIMKAH untuk mengoptimalkan kinerja KUA seperti 

dijelaskan dimuka, penulis memandang penting untuk meneliti sejauh mana 

efektifitas penggunaan layanan  Sistem Informasi Manajemen Nikah 

(SIMKAH) terhadap Pemeriksaan dan Pengawasan perkawinan di KUA 

untuk melihat tingkat tersosialisasi dan praktik penerapannya serta 

mempengaruhinya terhadap layanan kepada Masyarakat. 

Adapun lokasi penelitiannya penulis memilih di KUA Kecamatan Kajen 

Kabupaten  Pekalongan.  Alasan  pemilihan  KUA  Kecamatan  kajen  sebagai 

lokasi penelitian dikarenakan  KUA Kecamatan Kajen tergolong  paling  ramai 

sering  melayani  urusan  pernikahan dan banyak kasus pernikahan karena KUA 

Kajen karena letak geografisnya terbagi wilayah perkotaan dan perdesaan 

dibandingkan   kantor   KUA   yang lainnya, diwilayah   Kabupaten   Pekalongan 

dan sudah  menerapkan SIMKAH  pada proses  adminitrasi pencatatan 

nikah.
13

Pada  Tahun  2012, KUA Kecamatan  Kajen  mulai menerapkan  

aplikasi SIMKAH. Aplikasi tersebut digunakan untuk mengembangkan 

pelayanan KUA dalam hal membangun sistem informasi yang efektif dan 

efisien guna memberikan pelayanan yang baik dan cepat sehingga 

menghasilkan layanan prima terhadap masyarakat dengan selogan bersih 

                                                             
13KUA Kajen yang ditulis  tanggal 8 Desember 2016. 
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melayani . 

Untuk itu penulis memilih judul “Efektifitas Penggunaaan layanan  

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) terhadap Pemeriksaan 

dan Pengawasan perkawinan di KUA Kecamatan kajen Pekalongan ”. 

B. Perumusan Masalah 

Dari  penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti membuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektifitas penggunaan Aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada pemeriksaan dan pengawasan 

perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan  Kajen Kab. 

Pekalongan? 

2. Bagaimana dampak adanya  penggunaan Sistem Informasi 

Manajemen Nikah (SIMKAH) terhadap pelayanan pada masyarakat di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan  Kajen Kab Pekalongan ? 

C. TujuanPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk  mengukur efektifitas pemeriksaan dan pengawasan 

perkawinan sebelum dan sesudah Penggunaan SIMKAH di KUA 

Kajen Kab Pekalongan. 

2. Untuk Mengetahui dampak  adanya penerapan aplikasi Simkah 

terhadap  pelayanan pernikahan di KUA Kajen . 
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D. Manfaat Penelitian 

          Dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan  bisa bermanfaat  untuk  hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan SIMKAH 

online di KUA. Dapat memberikan sumbangan dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dari ilmu 

Administrasi Negara pada khususnya, terutama tentang pelayanan 

publik. 

2. Secara praktis dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para 

pembaca khususnya serta dijadikan acuan bagi KUA pada umumnya 

agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mempermudah pelayanan 

pencatatan nikah, yang tujuannya agar sesuai dengan ketentuan 

perundang–undangan serta meningkatkan kinerja KUA di setiap 

kecamatan sesuai instruksi Bimas Islam  Nomor  DJ.II/369  Tahun  

2013. 

E. Penelitian terdahulu 

Untuk  mendukung  penelaah  yang  komprehensif,  seperti  yang  

telah  dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan 

telaah  terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi 

terhadap topik  yang  akan  dikaji dan menghindari duplikasi dengan karya-

karya terdahulu.  Masalah pencatatan perkawinan merupakan  hal  yang  

sangat  penting  dalam sebuah pernikahan, sehingga memperoleh porsi 
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pembahasan yang memadai di karya-karya ilmiah yang lain. Karya-karya 

ilmiah itu diantaranya adalah : 

Skripsi,Nur Muzayim yang  berjudul “ Praktik Biaya Pencatatan 

Nikah Pasca Berlakunya PPNo 48 Tahun 2014,
14

dalam Skripsi ini  

menggambarkan  tentang  Bagaimana Praktik Biaya Pencatatan Nikah dan 

Rujuk terhadap berlakunya  PP 48 tahun 2014 terhadap pelayanan di 

masyarakat,  sehingga biaya yang dipungut dari masyarakat atas pencatatan 

peristiwa nikah dan rujuk sebesar 600 ribu. Oleh karena itu hubungan 

dengan skripsi peneliti  untuk  peningkatan  pelayanan  pencatatan  

nikahdan juga dimanfaatkan  untuk  peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Karya Tulis Ilmiah,Moh. Irkhan, yang berjudul “Pelayanan 

Pendaftaran Nikah Melalui  Model Formulir Pendaftaran Sebagai Upaya 

Peningkatan Kulitas Pelayanan Nikah Menuju Kua Yang Berintegritas”,
15

 

dalam karya tulis ilmiah ini menggambarkan bagaimana Prosedur dan 

persyaratan administrasi  yang digunakan dalam Pendaftaran nikah di KUA 

Sekarang  ini? dalam lomba tingkat propinsi jawa tengah bertujuan untuk   

memperbaiki dan meningkatkan pelayanan pendaftaran Nikah/Rujuk di 

KUA yang lebih baik, efektif dan efesien berbasis pelayanan publik,  

                                                             
14Nur Muzayim , “ Praktik Biaya Pencatatan Nikah Pasca Berlakunya PP .No 48 Tahun 

2014 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang) Skripsi ( Pekalongan : 

Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan,  

tahun,  2015). 
15Moh. Irkham , “Pelayanan Pendaftaran Nikah Melalui  Model Formulir Pendaftaran 

Sebagai Upaya Peningkatan Kulitas Pelayanan Nikah Menuju Kua Yang Berintegritas”Karya 

Tulis Ilmiah tingkat Provinsi Jawa Tengah  ( Semarang : Kepala  Kua kec. Kandangserang. 

kankemenag Kab. Pekalongan, 2016). 
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sehingga dapat Memberikan kesadaran masyarakat  tentang pelayanan KUA 

yang mudah untuk dilaksanakan secara ofline  maupun online. 

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di 

KUA Kota Surabaya dalam perspektifPMA No 11 Tahun 2007”. 
16

Pada  

penelitian  ini  Ade  Ani  Satriani   memfokuskan   penelitian pada mekanisme 

penerapan SIMKAH online di KUA Kota Surabaya serta  penerapannya dalam 

persfektif PMA Nomor11  Tahun  2007  Tentang  PencatatanNikah. 

Tabel  1 Perbedaan dengan Peneliti terdahulu 

Peneliti terdahulu Peneliti 

Nur Muzayim yang  berjudul “ 

Praktik Biaya Pencatatan Nikah 

Pasca Berlakunya PP No 48 

Tahun 2014 tentang Biaya nikah 

dikantor 0 RP tapi diluar kantor 

600 Rb  terhadap pelayanan di 

masyarakat   

Pemeriksaan dan pengawasn 

Nikah dalam  peningkatan  

pelayanan  pencatatan  nikah dan 

juga dimanfaatkan  untuk  

peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

KTI, Moh. Irkhan, yang 

berjudul “Pelayanan 

Pendaftaran Nikah Melalui  

Model Formulir Pendaftaran 

Sebagai Upaya Peningkatan 

Pemeriksaan dan pengawasn 

Nikah dalam  peningkatan  

pelayanan  pencatatan  nikah 

berbasis Aplikasi  SIMKAH 

secara online maupun Ofline  

                                                             
16Ade Ani Satriani, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) 

online di KUA Kota Surabaya dalam perspektif PMA No 11 Tahun 2007”.Skripsi. (Surabaya: 

Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN 

Sunan Ampel, 2014). 
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Kulitas Pelayanan Nikah 

Menuju Kua Yang Berintegritas 

Kepala dan Penghulu 

 

Penerapan Sistem Informasi 

Manajemen Nikah (SIMKAH) 

online di KUA Kota Surabaya 

dalam perspektif  PMA No 11 

Tahun 2007 tentang pencatan 

Nikah   Skripsi  ini  ditulis oleh 

Ade Ani Satriani 

Penggunaan layanan SIMKAH 

dalam Pemeriksaan dan 

pengawasn Nikah terhadap 

peningkatan  pelayanan  di 

masyarakat  

 

Dari penjelasan diatas Pelayanan  Puplik yang dilakukan salah satunya 

adalah sistem aplikasi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) yang 

dikembangkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kajen 

Pekalongan. Langkah ini dilakukan KUA untuk mewujudkan efesiensi, 

efektifitas, transparasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 

khususnya dalam melaksanakan SIMKAH. Kebijakan ini merupakan 

kebijakan yang ruang lingkupnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. 

Dengan kata lain setiap masyarakat di Indonesia yang akan mendapatkan 

pelayanan dari KUA, melalui sistem aplikasi sistem informasi manajemen 

nikah (SIMKAH) online. 
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F. Kerangka Teori 

1. Teori  Efektivitas  Hukum 

            Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, kata efektivitas berasal 

dari kata efektif yang berarti adanya efeknya, berhasil guna usaha, 

tindakan.
17

Sedangkan menurut Emerson sebagaimana dikutip oleh 

Handayaningrat  bahwa kata efektivitas  dapat diartikan sebagai 

pengukuran dalam artian tercapainya  sasaran   atau   tujuan   yang  telah   

ditetapkan   sebelumnya,   dan efektifitas menunjukan seberapa jauh 

metode yang digunakan dapat mencapai hasil dan tujuan.
18

Sesuai dengan 

unsur-unsur sebagai berikut: 

 1) Berhasil guna  yaitu untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan telah 

dilaksanakan  dengan tepat  

2)  Ekonomis yaitu untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha 

pencapaian efektif   dari tenaga kerja, material,pe ralatan,dan waktu 

3)  Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab yakni untuk membuktikan 

bahwa dalam  pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan 

dengan setepat-tepatnya   

4)  Pembagian kerja yang nyata yaitu pelaksanaan kerja 

dibagi berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja, dan waktu yang 

tersedia; 

5)  Rasionalitas, wewenang, dan tanggung jawab haruslah seimbang  

6)  Prosedur kerja yang praktis l dan dapat dilaksanakan dengan lancar 
 

 Efektivitas  merupakan hasil pengukuran prestasi kerja suatu program 

atau organisasi. Pengukuran prestasi kerja dapat dilakukan dengan  dua jenis  

cara,  yaitu yang  pertama pengukuran prestasi kerja yang  relatif mudah  diukur 

karena standar yang harus dipenuhi pun bersifat konkret  dan  teknis.  Yang 

                                                             
17 Lukman, KamusBesarBahasaIndonesia,Cet.IX(Jakarta,BalaiPustaka,1997), hal 250. 
18 Sujadi F.X., O & M Penunjang Keberhasilan Proses Management, cet. 3 (Jakarta: 

CV. Masagung, 1990), 36-39. 
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kedua adalah pengukuran yang relatif sukar dilakukan karena standar yang harus 

dipenuhi  puntidak  selalu  dapat dinyatakan  secara  konkret.
19

 

Dalam  teori  efektivitas  hukum,  terdapat  beberapa  faktor  yang  

mempengaruhi  fungsi  hukum berlaku dalam masyarakat seperti Faktor-

faktor tersebut.18Pertama,adanya materi hukum yang  baik. Kedua,adanya 

penegak hukum yang baik.Ketiga,adanya masyarakat  hukum yang 

baik.Keempat, adanya sarana dan prasarana hukum yang baik.
20

 

2. Aspek Hukum  Pelayanan Publik 

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI  No.  25  Tahun  

2009,
21

pelayanan publik  adalah rangkaian  kegiatan dalam   rangka pemenuhan  

kebutuhan pelayanan sesuai   dengan   peraturan   perundangan   bagi  setiap 

warga negara terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, 

tanggung jawab,kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan 

penyelenggara pelayanan  publik.
22

 

 Selain itu dasar hukum pelayanan publik lainnya dapat  dibaca  pada  SK 

Menpan No. 63 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa  hakikat  pelayanan  

publik adalah memberikan pelayanan prima  kepada  masyarakat  sesuai dengan 

standar pelayanan  publik  yang  harus  dipenuhi  yang  terdiri dari: (1) prosedur 

pelayanan, (2)  waktu penyelesaian  pelayanan,  (3)  biaya pelayanan, (4) produk 

                                                             
19Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajeral, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002),  

hal, 174. 
20Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

(Jakarta: Raja Grafindo,    2007),  hal, 49. 
21Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pelayanan Publik (UU RI No. 25 Tahun 

2009), (Jakarta: Sinar Grafika  Offset, 2013),  hal, 3. 
22Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 

2015), hal, 69. 
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atau hasil pelayanan, (5) sasaran prasarana  pelayanan, (6) kompetensi  petugas  

si pemberi  pelayanan  yang  ahli  dan terampil  serta ramah.
23

 

          Penyelenggaraan   pelayanan   publik   harus memiliki standar 

pelayanan Minimal dan standar operasional Pelayanan yang dipublikasikan 

sebagai jaminan  adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Adapun  standar 

pelayanan  meliputi:
24

 

3. Konsep Penerapan SIMKAH Online 

               Bahwa istilah Sistem Informasi  Manajemen Nikah terdiri dari 

empat kata, yaitu sistem, informasi, manajemen, dan kata nikah. Kata 

sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan 

sehingga  membentuk suatu totalitas. Kata informasi dan manajemen 

saring disatukan sehingga bermakna kegiatan mengumpulkan data yang 

diperlukan para manajer dan pengambilan  keputusan secara tepat dan   

cepat.  Sementara  itu, kata nikah berarti hubungan perkawinan, atau 

akad yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan untuk memperoleh  

kehalalan dalam hubungan suami isteri, timbul antara keduanya hak dan 

kewajiban suami isteri Kebijakan atau instruksi pelaksanaan SIMKAH baru 

dikeluarkan pada tahun  2013  melalui  Keputusan  Dirjen  Bimas  Islam  

tentang  Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan yang menyatakan 

bahwa: 

(1)  Penerapan  SIMKAH  pada  KUA  Kecamatan   merupakan  

suatu tuntutan yang mesti dilakukan pada era globalisasi dan 

                                                             
23Faisal Tamin, SK Menpan No. 63 Tahun 2003, (Jakarta: Menteri Aparatur Negara, 

2003),  hal, 5-6. 
24Juniarso Ridwan, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, 

(Bandung: Nuansa, 2009), hal, 101-107. 
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transformasi saat ini dalam rangka  meningkatkan pelayanan 

publik; (2) Pelayanan yang mudah  dan  murah  sebagai   

lembaga  pemerintah  dalam  mengayomi masyarakat  

mengharuskan  adanya  upaya   perubahan  paradigma  agar 

semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi; 

dan (3) Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian data 

pencatatan  nikah pada  KUA  Kecamatan  yang  dapat  

menghasilkan  data  dan  informasi secara elektronik menuju 

penerapan e-nikah.
25

 

 

Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut diperbarui lagi melalui 

KMA RI  No.   892   Tahun   2019   tentang   Sistem  Informasi   

Manajemen   Nikah (SIMKAH) Berbasis Web pada KUA Kecamatan 

yang menyatakan bahwa: 

(1) Menetapkan  Sistem  Manajemen  Nikah  Berbasis  Web  

(SIMKAH WEB) pada  KUA Kecamatan; (2) SIMKAH WEB 

sebagaimana dalam Diktum  Kesatu  digunakan   untuk  mengelola  

administrasi  pencatatan pernikahan, yang meliputi: a) Pendaftaran 

Nikah; b) Pemeriksaan Nikah; c) Pengumuman Nikah; d) 

Pencatatan Nikah; e) Rekomendasi Nikah; f) Pelaporan  Nikah;  

dan  g)  Survei  Kepuasan  Masyarakat;   (3)  KUA Kecamatan  

wajib  menggunakan  SIMKAH  WEB  dalam  memberikan 

pelayanan pencatatan pernikahan; (4) Dalam hal KUA Kecamatan 

belum terjangkau  aliran  listrik,  jaringan  internet,  dan  terkena  

force  majeur, layanan  pernikahan   dapat   dilakukan  secara  

manual;  (5)  Input  data SIMKAH   Web   menggunakan   data   

berbasis   KTP   Elektronik;   (6) SIMKAH WEB dapat 

diintegrasikan dengan  apliksai Kementerian dan Lembaga Lain 

sesuai keperluan; (7) SIMKAH WEB tidak dapat diubah, 

dimodifikasi dan diintegrasikan dengan aplikasi lain tanpa 

persetujuan Dirjen Bimas Islam; (8) SIMKAH WEB dapat 

dikembangkan fitur dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan 

layanan; (9) Tata cara pengoperasian SIMKAH WEB ditetapkan 

dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam; (10) Pada saat keputusan 

ini mulai  berlaku, penggunaan aplikasi SIMKAH Berbasis 

Desktop ditiadakan; dan (11) Keputusan ini mulai berlaku 

                                                             
25 Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan 

SIMKAH pada KUA Kecamatan. Diakses dari  simbi. kem ena g. go. id ›  pustaka ›  images  › 

materibuku   pada tanggal   22 Nopember 2019. 

 

http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Instruksi%20Dirjen%20Bimas%20Islam%20Nomor%20DJ.II-369%20Tahun%202013.pdf
http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Instruksi%20Dirjen%20Bimas%20Islam%20Nomor%20DJ.II-369%20Tahun%202013.pdf
http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Instruksi%20Dirjen%20Bimas%20Islam%20Nomor%20DJ.II-369%20Tahun%202013.pdf
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padatanggal ditetapkan yaitu 18 Oktober 2019.
26

 

 

4. Konsep Pencatatan Pernikahan 

 

a. Pencatatan Pernikahan dalam Al-Qur’an  

 

              Ayat al-Qur’an secara tersurat dan tekstual memang tidak 

pernah mengatur  tentang adanya kewajiban pencatatan pernikahan. 

Namun jika mencermati sebuah ayat yang terdapat dalam surat al-

Baqarah  ayat 282 yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan hutang 

piutang atau dikenal dengan ayat mudayanah, maka dapat dijadikan  

sebagai dasar   dalam hal melaksanakan pencatatan sejumlah perkara 

penting setelah  dilakukannya pengambilan  hukum  (istinbath)  melalui  

qiyas. Dari ayat  tersebut  juga  dapat  dilakukan  penarikan  hukum 

(istinbâth)  dengan  model  qiyâs    yaitu  suatu  perkara  yang  tidak 

ditegaskan  dalam  teks,  namun  lebih  utama  hukumnya  daripada  

yang ditegaskan. Melalui analilis jika perjanjian  yang berhubungan 

dengan harta dan utang piutang saja sangat dianjurkan untuk dicatatkan 

di atas hitam dan putih,  apalagi masalah yang terkait dengan 

pernikahan sebagai suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan 

perempuan yang disebut dalam al-Qur’an sebagai mitsâqan ghalîzhan  

dengan tujuan membina  keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, 

tentu saja perkara ini lebih utama untuk dilakukan pencatatannya. 

 

                                                             
26KeputusanMenteri AgamaRepublikIndonesiaNo.892Tahun 2019 tentangSistem 

Informasi ManajemenNikah(SIMKAH) BerbasisWebpadaKUAKecamatan.Diakses dari: www. 

Kemenag .go.id . pada tanggal 4 nopember 2019. 
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b. Pencatatan Pernikahan dalam Undang-Undang 

 

              Pencatatan  pernikahan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  

(PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan Bab II  tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 s/d 

Pasal 9. Secara spesifik pada Pasal 2 Ayat (1) sampai dengan (3) 

disebutkan: 

(1)Pencatatan perkawinan dari mereka  yang melangsungkan 

perkawinannya   menurut   agama   Islam,   dilakukan   oleh   

Pegawai Pencatat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  

Nomor  32  Tahun   1954   tentang   Pencatatan   Nikah,   Talak   

dan   Rujuk.   (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang 

melangsungkan perkawinannya  menurut  agamanya  dan  

kepercayaannya  itu  selain agama  Islam,  dilakukan   oleh  

Pegawai  Pencatat  perkawinan  pada kantor  catatan  sipil 

sebagaimana dimaksud dalam berbagai  perundang-undangan  

mengenai  pencatatan  perkawinan.  (3)  Dengan tidak  mengurangi  

ketentuan-ketentuan  yang  khusus  berlaku  bagi tatacara  

pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang 

berlaku,  tatacara   pencatatan perkawinan  dilakukan  sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan 

Pemerintah ini.
27

 

 

Selanjutnya pencatatan pernikahan diatur juga dalam 

Kompilasi Hukum  Islam   Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan 

Pasal 5 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan: 

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam 

setiap perkawinan harus dicatat;  (2) Pencatatan perkawinan 

tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang  No. 22 

Tahun 1946 jo Undang- Undang No. 32 Tahun 1954.
28

 

 

 

                                                             
27

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9  Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan Bab II tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 s/d Pasal 9. 
28 Kompilasi Hukum Islam  Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 5 Ayat 1 

dan 2 
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G. Metode  Penelitian 

1. Jenis  Penelitian 

        Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif yang  dikategorikan  penelitian lapangan  (field 

research).
29

 Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari 

data lapangan sebagai objek penelitiandan menginterprestasikan fenomena 

yang tengah berkembang.
30

 

Untuk mendapatkan   informasi  dan  data  yang  terkait  dengan  

masalah  penelitian  baik  daridata primer dan skunder penelitian  ini adalah 

fakta- fakta lapangan di KUA Kajen. Data lapangan digali dengan teknik 

observasi lapangan,wawancara dengan  pihak-pihak yang terlibat dalam 

Pencatatan Perkawinan di KUA Kajen Kab  Pekalongan dan  peneliti  juga  

berkoordinasi dengan pihak terkait .  

         Penelitian ini menggunakan  teknik pengumpulan data 

melalui kuesioner, observasi dan wawancara.Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah purposive sampling.Sampel yang 

digunakan berjumlah172 responden yang terdiri dari 05 pegawai KUA, 

dan  167 pendaftar di tahun 2018  nikah di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kajen. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

yang penelitian hukum empiris
31

, yaitu suatu penelitian hukum bersifat 

                                                             
29 Beny Kurniawan, Metodologi Penelitian, ( Tangerang: jelajah Nusantara , 2012),  Hal, 

28. 
30Sunafiah Faisal, Metode Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1998), 

hal, 199. 
31Amiruddin & Zainal  Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:  Grafindo  

Persada,    2010),   hal. 133. 
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kualitatif yang mempergunakan data primer dan skunder.Sehingga 

dalam penelitian ini, peneliti langsung terjun  kelapangan  untuk  

memperoleh  informasi  dari  para  informan  mengenai    obyek  yang 

diteliti untuk memperoleh data sekunder maupun primer   berupa kata-

kata  tertulis atau lisan  dari orang-orang dan perilaku yang  diamati.
32

 

2. Pendekatan  Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, untuk 

memecahkan dan menjawab permasalahan yang sedang di hadapi pada 

situasi sekarang, dilakukan dengan menempuh langkah-langkah 

pengumpulan data klarifikasi dan membuat  kesimpulan  tentang suatu 

keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif situasi  Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, yang menekankan fenomena-fenomena yang 

diambil dari langkah-langkah pengumpulan data baik lewat observasi, 

wawancara,  angket maupun dokumentasi  dalam penelitian.
33

Prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
34

Pendekatan 

kualitatif disebut juga dengan penelitian alamiah karena situasi lapangan 

                                                             
32 Moh   Kasiram,  Metodologi   Penelitian   Kuantitatif-Kualitatif, ( Malang: UIN  

Malang  Press,  2008),    hal. 151. 
33 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung : Mendar Maju, 

2008),  hal. 123 
34 Prof. H. Moh Kasiram, M.Sc, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif (Malang: 

UIN Malang Press, 2008), hal.151. 
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penelitian yang bersifat natural (wajar), apa    adanya, tidak dimanipulasi, 

diatur dengan eksperimen atau tes.
35

 

 Dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan 

otentik yang dikarenakan penulis bertemu langsung atau berhadapan 

langsung dengan para informan sehingga bisa langsung mewawancarai 

dan berdialog dengan mereka.   

  Menurut Suharismi Arikanto, penelitian kualitatif yaitu  penelitianyang 

berusaha   menggambarkan   dan   menginterprestasikan   fenomena   yang   

sedang terjadidilapangan.
36

Sedangkan  menurutMaleong,  metode  kualitatif  

yaitu menyajikan secara langsung hakekathubungan antara peneliti dan  

responden.  Penelitian kualitatif  membuka  peluang  lebih  besar  terjadinya  

hubungan  langsung antara peneliti  dan  responden.
37

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di Kantor Urusan  Agama (KUA) Kecamatan  

Kajen K a b .  P e k a l o n g a n , yang beralamat di Jalan raya Nyamok 

no 344 A Kec Kajen Pekalongan 51161. 

4. Metode Penentuan responden  

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh studi ini, maka 

penentuan subyek penelitian sebagai sumber informasi utama 

dilakukan. 

 

                                                             
35 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif  (Bandung : Tarsito, 2003), hal. 

18. 
36Suharmi Arikanto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999),  hal, 12. 
37Lexy J Molleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1999), hal, 60. 



 

 

23 

 

a. `Populasi 

            Populasi berjumlah 172 orang, terdiri dari   5 orang 

pegawai Kantor Urusan Agama   Kecamatan kajen dan 167orang 

calon  pengantin berpasangan yang mendaftar nikah dari bulan   

januari  sampai  bulan   desember tahun 2018. 

b. Sampel 

             Penelitian ini berjumlah 30 orang bahwa penarikan sampel 

dilakukan dengan teknik Purposive sampling yaitu pengambilan 

sampel yang bersifat acak, yang dipilih  berdasarkan  pertimbangan- 

pertimbangan tertentu. 

Dalam studi ini, subyek penelitian di pilih adalah pegawai dan 

pasanga pengantin  KUA Kajen yang bertugas di KUA tersebut yang 

mengetahui terkait perkembangan SIMKAH,  pilihan setiap pegawai 

tersebut “subyek penelitian “ didasarkan atas pertimbangan penulis. 

5. Sumber Data 

1. Data  Primer 

               Adapun sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data diperoleh dari informan secara langsung, diamati atau 

dicatat untuk pertama kalinya.
38

 Data penelitian ini diperoleh dari 

berbagai informan yang terkait dengan permasalahan penelitian 

ini,yaitu melalui: 

  

                                                             
38 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. ( Jakarta: UI Press, 2000), hal. 12. 
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a. Pasangan Calon Pengantin yang sudah melakukan Akad 

dari januari  hingga Desember 2018 

b. Kepala KUA Kecamatan Kajen 

c. Staf KUA Kecamatan Kajen 

d. Pengguna Layanan Pada KUA Kajen 

               Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah 

tentang bagaimana penerapan SIMKAH di KUA Kajen,melalui 

wawancara dengan  Kepala KUA, Penghulu,parapegawai, 

Pasangan  Pengantin  dan Pengguna Layanan diKUA Kajen dalam 

pemilihan sampel informan. 

2. Data Sekunder 

          Dalam penelitian ini yang menjadi   data sekundernya 

adalah: 

1. Jurnal 

2. Majalah BIMAS ISLAM  

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  

Perkawinan 

4. Kompilasi Hukum Islam 

5. Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang 

pencatatan  Perkawinan. 

6. Keputusan Direktorat Jenderal bimbingan  masyarakat 

Islam NoDJ.II/369tahun 20113 

7. Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2014 Tentnag Biaya  
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Nikah. 

8. Keputusan Menteri Agama no 892 tahun 2019 tentang 

Penggunaan SIMKAH di KUA  

9. Serta Literatur Literatur   penunjanglainnya  tersebut 

diantaranya adalah: 

10. Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan 

tidak di catat 

11. Mardani, Hukum Perkawinan Islam. 

12. Anshary MK, Hukum Perkawinan diIndonesia. 

13. H.AbdulManan,Aneka Masalah Hukum Perdata Islam. 

14.  Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia. 

15 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam diIndonesia. 

16. Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan 

Undang-Undang. 

6. Teknik   Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan  

bertanya langsung kepada informan. Wawancara juga diartikan 

sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan terkait.
39

Teknik wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yang 

                                                             
39 M. Nazir, Metode Penelitian. (Jakarta : Ghalia Indonesia,  2003),  hal. 193-194. 
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terstruktur,
40

artinya pedoman wawancara sesuai yang dibuat 

dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan 

pertanyaaan menyesuaikan  list pertanyaan yang  ada. 

Teknik wawancara ini digunakan oleh penulis agar dalam 

proses wawancara dapat tersruktur dengan baik sesuai pertanyaan 

yang di butuhkan. Selain itu juga berfungsi untuk memperoleh 

jawaban  yang lebih luas dari informasi yang di berikan informan. 

Dalam hal ini, penulis mewawancarai seluruh pegawai yang 

terlibat dalam penggunaan SIMKAH sebagai pencatatan 

perkawinan di KUA  Kajen Kabupaten Pekalongan. 

2. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpul data 

yang diajukan dengan mengamati dan mencatat secara 

sistematika gejala-gejala yang yang diselidiki, dalam hal ini 

permasalahan Pemeriksaan dan Pengawasan  dalam pencatatan 

Nikah di KUA  Kecamatan Kajen. Diteliti secara sistematika, 

mendalam, dan menyeluruh, untuk selanjutnya satu persatu 

dicatat dan dijadikan data primer dalam penelitian ini. 

3. Angket/Kuesioner 

Yaitu   mengumpulkan  data  dengan cara   menyebarkan  

daftar  pertanyaan, yang mana setiap item pertanyaan disediakan 

alternatif  jawaban,  sehingga responden hanya memilih salah satu 

                                                             
40 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,  

2006),  hal. 191. 
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alternatif jawaban yang dianggap  sesuai dengan  kenyataan. 

4. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah salah satu metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian 

sosial.Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan 

untuk menelusuri data historis. 

7. Metode  Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Editing 

Merupakan Tahap pemeriksaan data merupakan tahapan 

dimana dilakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang telah  

diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, 

kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Pada 

tahapan ini data-data yang diperoleh baik melalui wawancara 

dengan para pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen 

Kabupaten Pekalongan, maupun dokumentasi yang berupa data-

data yang berkaitan dengan penggunaan SIMKAH serta bahan -

bahan kepustakaan yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini, 

sehingga dapat mempermudah Pemeriksaan data secara cermat 

dari segi kelengkapan, keterbatasan relevansi, arti dan 
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makna,istilah-istilah atau ungkapan- ungkapan dari semua data-

data yang berhasil dihimpun.
41

 

b. Classifying 

Yaitu tahap pengklasifikasian data bertujuan untuk 

mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan 

penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus 

penelitian.
42

jenis data dapat dilihat darimana sumber data tersebut 

diperoleh. 

Dalam penelitian ini  data yang didapatkan langsung dari 

sumbernya melalui wawancara dengan pegawai yang ada di KUA 

Kecamatan  Kajen Kabupaten Pekalongan  akan dikelompokkan 

sendiri terpisah dengan data-data dengan data-data yang di 

peroleh dari pihak kesatu atau data yang berupa referensi buku 

maupun dokumen yang berkaitan  dengan pencatatan perkawinan. 

Data-data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan 

rumusan masalah, yaitu penggunaan  Sistem Informasi 

Manajemen Nikah di KUA Kajen Kabupaten Pekalongan  dan 

pemeriksaan pra dan pasca penggunaan  SIMKAH. 

c. Verifying:  

Yaitu tahap  verifikasi data, data yang telah diklasifikasikan 

berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian 

                                                             
41Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT 

Rineka Cipta,  2006), 210. 
42 Cik hasan Bisri, Model penelitian, Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan fiqh penelitian 

(cet.1, Jakarta : prenada Media, 2003),  hal. 335. 
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disusun dan dihubungkan. Pada penelitian ini, data yang telah 

melewati tahapan klasifikasi data isinya disesuaikan dengan 

informasi dengan cara memeriksa kembali data-data informasi 

yang ada agar validitasnya bisa terjamin. 

d. Organizing 

Pengaturan dan penyusunan yang sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk  penemuan skripsi.
43

 

e.  Analizing: 

Yaitu tahap analisis yaitu dengan mendeskripsikan hasil 

penelitian menjadi uraian dengan bahasa yang baik dan benar 

sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan. adalah 

analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan.  

Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan 

menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus  masalah  

yang diteliti.   Pada  tahap  analisis,  dilakukan penafsiran 

berdasarkan pendekatan yang di gunakan.
44

Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif 

dengan sifat deskriptif. Yang nantinya akan di uraikan secara 

rinci pada BAB IV bagian hasil dan pembahasan .  

Pada tahap akhir ini juga digunakan studi kepustakaan 

yang berupa referensi atau aturan aturan pemerintah tentang 

                                                             
43 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hal 133. 
44 Cik Hasan Bisri, Model penelitian, Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan fiqh 

penelitian, .hal. 336. 
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pencatatan perkawinan, sebagai penunjang analisis agar 

diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik sehingga dapat lebih 

mudah dipahami. 

f. Concluding:  

Tahap terakhir yaitu kesimpulan, setelah melewati tahapan 

analisis, maka diproleh jawaban atas rumusan masalah penelitian 

yang berkaitan dengan penggunaan Sistem Informasi manajemen 

Nikah (SIMKAH), jawaban atas pertanyaan penelitian pada 

bagian pembahasan kemudian ditarik kesimpulan yang di yang di 

dalamnya mengandung data baru atau temuan penelitian. 

8. Teknik Analisis  Data 

Dalam penelitian menggunakan teknik analisis statistik 

sederhana dengan menggunakan persentasi (%) dan kemudian data 

yang diperoleh dari responden dianalisis atau diolah deskriptif 

kualitatif. Data  yang penulis peroleh dari hasil penelitian akan diolah 

dan disajikan dalam bentuk tabulasi distribusi  frekuensi. Sesuai 

dengan  pendapat  yang dikemukakan oleh Muhammad Ali 

bahwa rumus untuk menghitung persentase adalah: 

P=  F𝑥100% 

N 

Keterangan: 

 

P  :Presentasi 

 

F  :Frekuensi 
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N :Jumlah  responden 

 

 

Dengannilai: 

 

80%  -  100%= Sangat  Efektif 

 

61%  -  80%  = Efektif 

 

41%  -  60%  = Cukup Efektif 

 

21% - 40% = Kurang Efektif 

 

0%  - 20% = Sangat Tidak  Efektif
45

 

 

Setelah data diperoleh dan terkumpul maka dilakukan 

pengelompokan data.  Setelah dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data-

data yang tersusun dengan baik dan rapi,  terutama yang terkait dengan 

pokok permasalahannya.
46

 

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan 

maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan 

selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan manakah 

yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif 

menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan dan 

membentuk kalimat   yang baik dan benar untuk memudahkan pembaca, 

Kemudian secara induktif  ditarik kesimpulan untuk menjawab 

permasalahan yang ada. 

 

                                                             
45M. Ali ,PenelitianPendidikan Prosedurdan Strategi.(Bandung: Angkasa.1998) 

     hal 184 
46Lexy J Moeloeng, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Rosda, 1989),  280. 
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H Sistematika  Pembahasan 

Penyusunan hasil penelitian yang akan penulis laksanakan terdiri atas 

dua bagian dengan penjelasan sebagai berikut: Bagian awal yang isinya 

meliputi halaman judul, lembar pengesahan, nota pembimbing, motto, 

persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Bagian isi yang terdiri 

atas lima bab dengan penjelasan isi sebagaiberikut: 

Bab I,  berisi pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah,  tujuan penelitian ,manfaat 

penelitian ,penelitian terdahulu ,kerangka teori, metode penelitian, 

kemudian bab ini diakhiri dengan sistematikapembahasan. 

Bab II, berisi landasan teori yang digunakan sebagai subyek 

penelitian terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas  tinjauan  umum  

tentang teori efektifitas  dan layanan berbasis Simkah dalam  pencatatan 

nikah, sejarah pencatatan nikah, alur pendaftaran dan  pencatatan nikah, 

tujuan dan manfaat pencatatan nikah, Efektifitas penerapan  SIMKAH 

online di KUA Kajen serta Pencatatan nikah dalam perundang- undangan. 

Bab III merupakan bagian Informasi yang akan dikaji adalah hasil 

dan pembahasan penelitian yang dilakukan cukup mendalam tentang profil 

lembaga KUA yang menjadi instansi penelitian ini dianggap penting 

karena akan memberikan informasi dasar kepada pembaca tentang 

Gambaran umum KUA Kajen dalam  penerapan SIMKAH online di KUA 

Kajen. Sejarah penerapan sebelum dan sesudah  SIMKAH online di KUA 

Kajen,  mekanisme dan penerapan SIMKAH online di KUA Kajen . 
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Paparan ini diharapkan akan menjadi pijakan awal   bagi  pembaca untuk 

mengetahui lebih jauh tentang SIMKAH.  

Bab IV  berisi analisis data, yaitu setelah  mengumpulkan  data dan 

mendeskripsikan data hasil penelitian mengenai mekanisme penerapan 

SIMKAH online  serta pemaparan hasil penelitian di instansi tersebut, ini 

digunakan agar pembahasan lebih di fokuskan pada obyek yang akan 

diteliti selain itu pada bab ini akan menjelaskan  analisis terhadap rumusan 

rumusan masalah yang ada hal ini digunakan agar analisis  data, yaitu 

setelah  mengumpulkan  data dan mendeskripsikan data hasil penelitian 

mengenai mekanisme penerapan SIMKAH online dan problematika  

SIMKAH online kaitannya dengan Pengawasan , pemeriksaan dan 

pencatatan nikah . 

Bab V ,  bab ini merupakan  bagian yang memuat dua hal dasar, 

yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat akan 

jawaban yang dirumuskan yang berbentuk intisari dari  rumusan  rumusan 

masalah., adapun  bagian saran berisi beberapa anjuran atau saran 

keilmuan baik  bagi lembaga terkait maupun untuk  pemerintah dan 

peneliti pada umumnya, ini digunakan agar penulis dapat menemukan 

kesimpulan  yang diteliti serta memberikan sararn-saran bagi masyarakat 

umum. 
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BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan data-data dan hasil analisa di atas serta mengacu 

kepada rumusan masalah yang disebut di awal, maka dirumuskan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan aplikasi SIMKAH online dalam tertib aministrasi  pencataan  

pernikahan di KUA  Kecamatan  Kajen sudah berjalan cukup efektif. 

Pencataan pernikahan  telah  diterapkan secara baik di KUA Kecamatan 

Kajen,sesua i dengan edaran Dir jen Bimas Is lam no mor 

DJ. II /369 t ahun 2013 t ent ang penggunaan layanan s imka h 

pada KUA kecamatan dan Peraturan menter i Agama no  20 

Tahun 2019 t ent ang pencatatan nikah berbas is IT,  

sehingga  .  Adapun factor-faktor yang mempengari penerapan 

SIMKAH diKUA Kecamatan Kajen antara lain: a) faktor keterbatasan 

perangkat atau infrastruktur dalam penggunaan aplikasi SIMKAH 

online diantaranya: jaringan  wifi atau internet yang lelet, belum 

memiliki operator khusus,belum tersedianya kelengkapan perangkat 

pendukung lainnya, dan b) kendala yang bersifat teknis terkait dengan 

fitur- fitur yang ada pada aplikasi dan ditambah dengan permasalahan 

berkas administrasi kependudukan yang dimiliki oleh para pendaftar 

kehendak nikah atau catin. Permasalahan berkas administrasi 

kependudukan ini memang dapat dikatakan sebagai masalah klasik 



 

 

147  

yang tentunya terkait erat dengan budaya hukum yang masih kental 

dengan budaya lokal atau kebiasaan karena tingkat pendidikan 

masyarakat yang rendah. Namun lambat laun kendala-kendala tersebut 

dapat diatasi dengan cukup baik oleh petugas KUA untuk memberikan 

pencerahan akan pentingnya budaya taat hukum. 

2. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah berpengaruh terhadap 

pemeriksaan dan pengawasan perkawinan sesudah dan sebelum adanya 

SIMKAH. Yaitu  Sebelum adanya SIMKAH Sebelum adanya 

SIMKAH, semua proses memakan waktu yang lama, seperti proses 

pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan catin dan wali , penulisan buku 

nikah, pencarian akta nikah, pindah nikah, duplikat buku nikah, sisi 

pengawasan perkawinan kurang efektif. Sedangkan Sesudah adanya 

SIMKAH data lebih akurat, lebih efisien seperti proses pencatatan, 

pendaftaran, pemeriksaan catin dan wali , penulisan buku nikah, 

pencarian akta nikah, pindah nikah, duplikat buku nikah, sehinggan 

pengawasannya akan lebih efektif cepat dan memakan waktu lebih 

singkat. SIMKAH telah meningkatkan ketertiban administrasi 

pernikahan seperti: akurasi dan legalisasi data catin, menghindari 

pemalsuan  data, terjaminnya keamanan  data dan  kemudahan dalam 

hal mengakses data,dan ( b ) menunjang kinerja petugas KUA  dalam 

menjalankan peraturan hukum yang berlaku di bidang pernikahan 

seperti: efektivitas dan efisiensi waktu pelayanan,akselerasi pelayanan, 

meningkatkan kepuasan masyarakat. penerapan SIMKAH telah 
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memudahkan dalam penyajian data statistik peristiwa nikah secara 

online sehingga data nikah dapat di akses secara luas oleh masyarakat 

melalui www. Simkah bimasislam . kemenag .go.id . bertujuan untuk 

memudahkan pendaftaran melalui online , adanya penerapan aplikasi 

yang dapat dilakukan  oleh masyarakat secara mandiri, adanya 

sosialiasi yang terus menerus dilakukan oleh pihak KUA dan bermitra 

dengan kepala wilayah setempat, serta adanya tanggapan atau respon 

positif dari tokoh masyarakat terkait  program aplikasi tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang telah dipaparkan di 

atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai 

saran, antara lain: 

a. Bagi pemerintah dengan penggunaan SIMKAH ini untuk mewujudkan 

pelayanan prima dan untuk mewujudkan pelayanan yang relevan perlu 

adanya regulasi yang lebih tegas untuk mengatur KUA dalam hal 

penggunaan SIMKAH karna dirasa perlu sebab semakin cepat 

dikembangkan semakin cepat pula integrasi antar KUA berjalan 

sehingga meningkatkan administrasi perkawinan dan juga mengawasi 

perkawinan di Indonesia. 

b. Perlu adanya upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah pegawai 

KUA, dan juga masyarakat) mensosialisasikan pentinggnya 

penggunaan SIMKAH terhadap pengawasan perkawinan masadepan 

agar seluruh instansi pemerintahan untuk saling terintegrasi dengan 
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cepat danbaik. 

c. Untuk KUA yang masih menggunakan sistem manual untuk segera 

berbenah demi kemaslahatan bersama. sehingga dapat meningkatkan 

kualitas keamanan dan administrasi  KUA yang bersih dan melayani. 
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